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ABSTRAK 

 

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK 

PIDANA KESUSILAAN AKIBAT KEMAJUAN TEKNOLOGI 

(STUDI PENELITIAN DI POLRES PELABUHAN BELAWAN) 

 
Wanda Puspita* 

Karolina Sitepu, S.H.,M.H.,Ph.D** 

Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H.,M.H.Li** 

 

Perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan suatu negara, hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan budaya asing masuk keIndonesia dengan 

mudahnya.Akibatnya budaya ketimuran pun perlahan mulai pudar, hal ini 

menyebabkan banyaknya tindak pidana terjadi. Korban dari tindak pidana tersebut 

umumnya adalah kaum perempuan, yang mana tindak pidana yang dimaksud adalah 

tindak pidana kesusilaan.  

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yakni Bagaimana 

pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi? 

Kemudian Apa yang menjadi faktor pendorong timbulnya tindak pidana kesusilaan 

akibat pengaruh teknologi? Dan Apakah upaya yang dilakukan Polres Pelabuhan 

Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi? 

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yang mana penulis melakukan penelitian di 

Polres Pelabuhan Belawan dengan melakukan wawancara pada Kanit PPA yakni ibu 

Siti Halawa,S.H.  

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tindak pidana kesusilaan ini sudah lama 

diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Khusus, namun hal tersebut tidak 

lantas membuat tindak pidana ini berkurang. Banyak faktor pendorong tindak pidana 

kesusilaan ini masih dilakukan yaitu kurangnya pelajaran agama didalam keluarga. 

Lingkungan serta kemajuan teknologi yang tidak terkontrol juga menjadi pemicu 

maraknya tindak pidana kesusilaan ini terus terjadi.Banyak upaya yang telah 

dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan salah satunya dengan melakukan 

sosialisasi disekolah maupun langsung dilingkungan masyarakat. 

Maraknya penggunaan ponsel pintar pada anak tanpa dikontrol orang tua 

mengakibatkan tindak pidana kesusilaan menjamur dimasyarakat,dikarenakan setiap 

anak dengan leluasa membuka situs apapun yang tidak layak dipertontonkan.  Banyak 

kasus tindak pidana kesusilaan yang berujung damai dikarenakan pelaku tindak 

pidana tersebut masih dibawah umur.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman mempengaruhi perkembangan suatu negara termasuk 

Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling besar 

persentasenya dalam menggunakan teknologi berbasis internet, dimulai dari ponsel 

pintar hingga alat yang mendukung kinerja seseorang. 

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII), pengguna internet pada tahun 2017 sebesar 54,68 persen atau 143,26 juta 

jiwa dari total populasi penduduk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2018 presentase 

pengguna internet meningkat pada angka 60 persen.1 

Rata-rata pengguna internet pada masa ini adalah kaum milenial yang mana 

semua bisa dengan mudah diakses menggunakan ponsel pintar. Harga ponsel pintar 

dipasaran pun cenderung murah, hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang sudah 

memiliki ponsel sendiri. 

Dibalik pesatnya penggunaan ponsel berbasis internet ini pula memicu aksi 

kejahatan dikalangan masyarakat salah satunya kejahatan kesusilaan, dimana berawal 

dari media sosial yang digunakan untuk mencari teman dan pada akhirnya berujung 

dengan kejahatan yang dilakukan pelaku.  

                                                             
1 Surya.co.id, Penetrasi Pengguna Internet Tahun 2018 Diprediksi Tumbuh Hingga 60 Persen 

http;//surabaya.tribunnews.com/2018/08/10/penetrasi-pengguna-internet-tahun-2018-diprediksi-

tumbuh-hingga-60-persen diakses pada tanggal 23 Desember 2018, pkl 10.30 WIB. 

1 
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Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah 

terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.2 Perkembangan modus 

operandi suatu tindak pidana menjadi sisi negatif akibat dari kemajuan teknologi. 

Sebelumnya tindak pidana dilakukan dengan cara yang konvensional, kini dilakukan 

dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti Prostitusi online, 

perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), 

pencurian data-data perusahaan lewat internet, dan penipuan melalui media 

elektronik.3 

Selain itu saat ini pula banyak sekali terjadi kejahatan terutama kejahatan 

yang berhubungan dengan seksualitas, yang mana wanitalah yang selalu menjadi 

korbannya. Seiring berkembangnya zaman juga merubah pemikiran dari para generasi 

penerus bangsa terutama anak-anak muda yang pada saat ini cenderung lebih senang 

memepertontonkan dan mengumbar bagian dari anggota tubuhnya yang mengundang 

laki-laki untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti pelecehan.4 

Tidak bisa dipungkiri, tindak pidana kesusilaan semakin lama menjamur 

diseluruh penjuru negeri. Perilaku ini bahkan sudah tidak dianggap tabu lagi 

dikalangan masyarakat karna sudah sering terjadi, beberapa orang tua yang 

                                                             
2 Maskun, Pengantar Cybercrime, Pustaka Pena Press, Makasar, 2011,  hal.49. 
3 O.C. Kaligis, Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice, Indonesia Against Injustice, 

Jakarta , 2010, hal.1-3 
4 Mery Magdalena, Melindungi Anak dari Seks Bebas, Gramedia Widiasarana Indonesia, 

Jakarta, 2010, hal.40. 
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mengetahui tindakan tersebut pun sudah tidak merasa keberatan lagi karena dianggap 

sesuatu yang wajar. 

Ketidaktahuan masyarakat akan hukum juga menjadi faktor pendorong tindak 

pidana ini terus dilakukan. Padahal jauh sebelum peraturan khusus dibuat untuk 

tindak pidana ini, telah lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur 

tentang kejahatan terhadap kesopanan (Kesusilaan) tersebut. 

Berbicara mengenai kesusilaan maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) telah mengaturnya yakni dimulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 

bis, kali ini akan saya bahas dimulai dari Pasal 281 hingga Pasal 299 saja. Hal sepele 

seperti mencium lawan jenis ditempat umum seperti ditempat wisata atau tempai 

yang ramai dikunjungi oleh orang, sudah termasuk kedalam perbuatan melanggar 

kesusilaan dan dapat dihukum karena sudah melanggar Pasal 281 yang berbunyi : 

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-:- 

1e. Barang siapa merusak kesopanan dimuka umum; 

2e. Barang siapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak 

dengan kemauannya sendiri. 

Kejahatan terhadap kesopanan ini merupakan perwujudan dari perilaku 

masyarakat yang menyimpang dan melanggar aturan yang berlaku dimasyarakat yang 

disebut dengan norma-norma. Harusnya dikarenakan sudah adanya aturan yang 

mengatur tentang tindak pidana ini, maka seharusnya kejahatan ini berkurang. Tapi 



4 
 

 
 

 

kenyataannya tindak pidana kesusilaan ini makin berjamur dimasyarakat dan sudah 

dianggap sesusatu yang wajar, padahal jika tindak pidana ini terus berlangsung maka 

akan banyak perempuan yang menjadi korbannya. 

Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

Tentang Pornografi yang dapat memperkuat penjatuhan hukuman pada pelaku 

pelanggar tindak pidana kesusilaan ini. Jika berbicara Undang-Undang Pornografi 

maka penyidik dapat mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. Harusnya orang yang melihat, mengetahui dan merasakan sendiri hal 

tersebut dapat melaporkan kepihak yang berwajib agar meminimalkan terjadinya 

tindak pidana kesesusilaan ini berlangsung. 

Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal (menyeluruh) yakni tidak 

ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Keprihatinan yang demikian itu telah 

menimbulkan rasa takut masyarakat terhadap perilaku kejahatan yang semakin 

meningkat. Akibatnya kecemasan telah menimbulkan budaya tanding terhadap 

kejahatan.5 

Budaya tanding yang dimaksud adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap 

hukum yang mengakibatkan masyarakat lebih cenderung bertindak anarkis dengan 

cara main hakim sendiri sebagai wujud dari rasa kecewa akibat dari tindak kejahatan 

yang dilakukan oleh para pelaku. Akibatnya banyak para pelaku yang dengan 

                                                             
5 M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.9. 
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mudahnya lepas dari jeratan hukum yang seharusnya karena tidak adanya laporan dari 

masyarakat. Harusnya ada laporan untuk dapat diproses oleh penyidik. 

Namun susahnya dalam hal pembuktian mengakibatkan banyak para korban 

tidak punya cukup bukti untuk melaporkan tindakan pelaku dihadapan kepolisian. Hal 

lainnya yakni dengan adanya kata pacaran maka para lelaki menganggap sesuatu hal 

yang wajar apabila ia melakukan perbuatan cabul seperti memegang buah 

dada,mencium,dll pada pasangannya yang belum sah. 

Saat ini terdapat banyak kasus yang berkaitan dengan kesusilaan salah satunya 

adalah pelecehan. Berikut adalah beberapa uraian kasus yang ditangani oleh Polres 

Belawan terkait dengan kasus kesusilaan.6 

Kasus Kesusilaan yang tercatat di POLRES PELABUHAN BELAWAN 

No. Tahun Kasus Korban Anak Korban 

Dewasa 

Total 

Korban 

1. 2016 Pelecehan 20 10 30 

2. 2017 Pelecehan 15 15 35 

3. 2018 Pelecehan 18 12 30 

 

                                                             
6 Hasil dari Penelitian di Polres Belawan, Tanggal 19 Desember 2018, Pukul 10:00 WIB 

dengan mewawancarai Kanit PPA Polres Belawan yakni Ibu Ipda Siti Halawa. 
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Meningkatnya jumlah kasus kesusilaan pada saat ini sangat memberikan rasa 

kecemasan pada orang tua maupun pribadi wanita sendiri. Dikarenakan secara tidak 

langsung para wanita tidak dapat bergerak dengan leluasa karena selalu diintai oleh 

para pelaku kejahatan. 

Menurut penulis sebenarnya bukan karena pakaian wanita yang terbukalah  

(you can see) yang menjadi faktor utama sebagai pemicu kejahatan kesusilaan 

melainkan karena sudah ada kesalahan dari pemikiran para pelaku ialah tontonan 

yang tidak senonoh yang dikonsumsi oleh para pelaku. Selain itu faktor agama yang 

kurang dimengerti dalam keluarga serta faktor lingkungan menjadi faktor yang sangat 

kuat tindak pidana ini marak dilakukan. 

Namun, sangat disayangkan tindak pidana pelecehan ini merupakan kejahatan 

yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan hanya saja hukuman yang 

diberikan kepada pelaku masih terbilang rendah. Sedangkan psikis (kejiwaan) dari 

korban belum tentu hilang bersamaan dengan habisnya masa tahanan. 

Selain itu ada faktor lain yang memicu tindak pidana kesusilaan ini marak 

terjadi dimasyarakat salah satunya masalah akidah (ajaran agama). Kurangnya 

pendidikan agama yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya dapat menjadi salah 

satu pemicu tindak pidana tersebut terjadi. Padahal pendidikan agama merupakan 

salah satu modal dasar seseorang untuk melanjutkan hidup dan mengerti baik atau 

buruknya perbuatan yang akan dilakukan.  
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Kebanyakan orang tua menganggap didalam norma agama hanya mengatur 

masalah keagamaan, sedangkan penyimpangan seperti homoseks,inseminasi buatan 

tidak ada kaitannya dengan norma agama. Sebenarnya anak-anak Indonesia sejatinya 

sudah dibekali ilmu agama sedari masih kecil namun karna lingkungan yang buruk 

membuat dan membawa mereka kearah yang salah. 

Berdasarkan dari keprihatinan penulis pada korban tindak pidana kesusilaan 

ini yang umumnya perempuan dengan usia yang relatif muda, maka penulis tertarik 

untuk memilih skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi 

tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan Teknologi (Studi Penelitian Di 

Polres Pelabuhan Belawan)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan akibat 

pengaruh teknologi ? 

2. Apa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh 

teknologi ? 

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan dalam mencegah 

tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana kesusilaan akibat 

pengaruh teknologi. 

2. Untuk mengetahui faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh 

teknologi. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan 

dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan 

sarjana hukum pada Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. 

2. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah, dan 

wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan dan pendidikan. 

3. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan 

hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
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E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang 

mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun 

berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau 

metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Peran 

Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Kemajuan 

Teknologi (Studi Penelitian di Polres Pelabuhan Belawan). 

1. Muhammad Robiansyah, 2016, Universitas Pembangunan Panca Budi 

Medan, dengan judul Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi 

Melaui Media Teknologi Dan Informasi, rumusan masalah antara lain: 1). 

Bagaimana pornografi pada media internet sebagai kejahatan?, 2). Apa 

faktor penyebab terjadinya pornografi pada media teknologi dan 

informasi? dan 3).Bagaimana upaya hukum penanggulangan pornografi 

pada media teknologi dan informasi?  

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa kasus pornografi yang sedang 

marak terjadi belakangan ini salah satunya bersumber dari internet,dan 

banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya pornografi salah 

satunya adalah lingkungan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Robiansyah dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

teknologi sebagai alat pendukung seorang melakukan tindak pidana 
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kejahatan, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada pembahasannya, 

Muhammad Robiansyah membahas tentang tindak pidana pornografi, 

sedangkan peneliti membahas tindak pidana kesusilaan yakni pelecehan.7 

2. Asna Junita Putri, 2017, Universitas Lampung, dengan judul Studi 

Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum  Pidana Indonesia dan 

Hukum Islam,. Penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 1). 

Bagaimanakan perbandingan delik kesusilaan dalam hukum pidana 

diIndonesia dan 2).Hukum pidana islam dan Apakah pengaturan delik 

kesusilaan dalam hukum pidana islam dapat diterapkan diIndonesia 

khususnya bagi umat islam? 

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Asna Junita Putri membahas 

delik kesusilaan berdasarkan hukum pidana indonesia dan hukum pidana 

islam sebagai acuannya. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Asna 

Junita Putri dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama 

meneliti tentang delik kesusilaan, sedangkan perbedaannya yaitu terdapat 

pada pembahasannya, Asna Junita Putri membahas tentang kesusilaan 

berlandaskan hukum islam sedangkan penulis hanya berdasarkan KUHP 

dan Delik Khusus yang berlaku universal (menyeluruh) diIndonesia.8 

                                                             
7  Muhammad Robiansyah, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pornografi Melaui Media 

Teknologi Dan Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2016. 
8 Asna Junita Putri, Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum  Pidana Indonesia dan 

Hukum Islam, Universitas Lampung, 2017. 
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3. Ely Yustisi Ihsani, 2011, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan 

judul Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya 

diKabupaten Klaten. Penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1).  Apa yang menjadi faktor pendorong tingginya angka tindak pidana 

kesusilaan yang terjadi diwilayah hukum kabupaten klaten? dan 2). 

Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan dikabupaten 

klaten? 

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa Ely Yustisi Ihsani membahas 

mengenai faktor pendorong terjadinya tindak pidana kesusilaan serta 

upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap tindak pidana 

kesusilaan di klaten. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Ely Yustisi 

Ihsani dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti 

tentang delik kesusilaan. 9 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Kepolisian 

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian adalah segala 

hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

                                                             
9  Ely Yustisi Ihsani, Tindak Pidana Kesusilaan dan Upaya Penanggulangannya diKabupaten 

Klaten, Universitas Muhammadiyah Surakart, 2011. 
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Dalam fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan 

melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa 

tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan 

memberikan perlindungan kepada masyarakat.10 

Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Republik Indonesia,telah menetapkan tugas pokok kepolisian 

adalah sebagai berikut : 

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum,dan 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat; 

Adapun pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi kewenangan 

kepolisian adalah: 

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidkan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

                                                             
10 Mahmud Mulyadi, Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, USU Pers, Medan, 2009, 

hal. 40. 
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d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalm hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak 

atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka 

melakukan tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri 

sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

Selain itu juga polisi adalah lembaga awal yang memproses suatu 

perkara dimulai dari penyidikan. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan 

bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
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menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”11 Dalam 

proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, 

yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.12 

2. Pengertian Menanggulangi 

Menanggulangi yakni suatu upaya untuk mencegah, dan mengatasi suatu 

peristiwa atau keadaan yang bersifat preventif, juga merupakan upaya untuk 

memperbaiki akhlak atau perilaku seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh 

pihak berwajib. Dimana menanggulangi ini memiliki tujuan untuk mencegah atau 

memberantas suatu tindak pidana, agar tidak terjad lagi atau mengurangi tindak 

pidana tersebut.13 

3. Pengertian Tindak Pidana 

Pengertian tindak pidana menurut kamus besar Bahasa Indonesia ialah 

perbuatan kejahatan,14 sedangkan menurut kamus hukum tindak pidana ialah 

                                                             
11 M.Karjadi & R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan 

Resmi dan Komentar,Politeia,Bogor,1988,hal.3. 
12 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2010, 

hal. 207. 
13 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, 

hal.763. 
14  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2005, 

hal.1195. 



15 
 

 
 

 

setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik 

yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.15 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah 

hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah 

lazim merupakan terjemahan dari recht.16 

Tindak pidana (Strafbaar Feit) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 

pidana oleh peraturan perundang-undangan, jad suatu kelakuan yang pada 

umumnya di larang dengan ancaman pidana.17 Strafbaar feit dengan istilah tindak 

pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut perbuatan yang memenuhi rumusan 

undang-undang, bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggung jawab dengan kesalahan (sculd) baik dalam bentuk kesengajaan 

(dolus) maupun kealpaan (culpa) dan tidak ada alasan pemaaf.18 

Sudarto mengatakan Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis lain halnya 

dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrehen atau 

misdaat) yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.19 

Menurut Simon dalam buku Adami Chazawi yang sama merumuskan 

strafbaarfeit (tindak pidana) adalah suatu tindak pidana melanggar hukum yang 

                                                             
15 Rahmat Trijono, Kamus Hukum, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hal.253. 
16 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas 

Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.24. 
17 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.91. 
18 Munir Faudy, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum, Kencana Prenadi Media Group, 

Jakarta, 2011,  hal. 88. 
19 Sudarto, Hukum Pidana, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal.40. 
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dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan 

atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat hukum.20 

4. Pengertian Kesusilaan 

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila,kesusilaan mempunyai pengertian 

tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban,adat istiadat dan tertib 

yang baik. 21 Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang 

benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian 

seksual.22 

Yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ 

perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang 

memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur 

oleh hukum dan mempunyai sanksi.23 

Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan 

bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan 

dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam 

kehidupan bermasyarakat.24 

                                                             
20 Adami Chazawi, Op Cit., hal.72. 
21 Departemen Pendidikandan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1986, hal-874. 
22 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1996, hal.3. 
23 S.R.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, penerbit Alumni 

AHMPTHM, Jakarta, 1982,  hal.  207. 
24 Yan Pramudya Puspa, Kamus Hukum, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hal. 933. 
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Menurut terjemahan Moelyatno, delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur 

dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, 

dibawah title : “tentang kejahatan terhadap kesusilaan”25, sedangkan menurut 

Soesilo, dibawah title : “kejahatan tentang kesopanan”, selanjutnya pandangan 

Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah “tindak 

pidana asusila”.26 

Berdasarkan penjelasan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, “Kesopanan” disini dalam arti kata “Kesusilaan” (Zeden, eebaarheid) 

yakni perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya 

bersetubuh, merabah buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan 

wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium,dll.27 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam wetboek van 

strafecth voor nederlandsch indie juga disebut sebagai misdrijven tegen dezeden 

ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh 

pembentuk undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk memberikan 

perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan 

perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontuchte handelingen dan 

terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa 

                                                             
25 Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerbit Bumi Aksara, 

Jakarta, 1999, hal 102. 
26 S.R.Sianturi, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya, Penerbit Alumni A HM- PTHM, 

Jakarta cetakan pertama 1983, hal. 222. 
27 R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1986, hal.204. 
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asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan di 

bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat 

dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan 

masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka28. 

5. Pengertian Teknologi 

Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang 

diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan 

teknologi oleh manusia diawali dengan pengubah sumberdaya alam menjadi alat-

alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah 

menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan. Perkembangan teknologi 

terbaru,termasuk diantaranya mesin cetak, telepon, dan internet, telah memperkecil 

hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusa untuk 

berinteraksi secara bebas dalam skala global.29 

Kemajuan teknologi dapat dilihat dengan banyaknya inovasi yng telah dibuat 

didunia. Sebenarnya teknologi telah ada sejak zaman romawi kuno. Perkembangan 

teknologi berkembang secara drastis, dan terus berkembang hingga saat ini. Salah 

satunya adalah seperti yang ada di Indonesia, yaitu fenomena mobil nasional telah 

membuat inovasi untuk Indonesia. 30 

                                                             
28 P.A.F. Lamintang , Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma 

Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. 
29 Wikipedia, Teknologi, https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 18 Februari 2019, 

pkl 14.00 WIB. 
30 Guru pendidikan, Pengertian Teknologi, https://www.gurupendidikan.co.id, diakses pada 

tanggal 18 Februari 2019, pkl 20.00 WIB. 

https://id.m.wikipedia.org/
https://www.gurupendidikan.co.id/
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Menurut Pasal 1 Angka 3 Teknologi Informasi adalah suatu teknik, untuk 

mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, memproses, megumumkan, 

menganalisis, dan/atau menyebar informasi. 

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu,keadaan,gejala atau 

kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara 

suatu gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat.31 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kesusilaan 

akibat kemajuan teknologi. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini bersifat Pendekatan Yuridis Empiris yakni dengan 

melakukan penelitian di Polres Pelabuhan Belawan. Penelitian lapangan bertujuan 

untuk memperoleh keterangan dan data yang tepat mengenai permasalahan yang 

sedang diteliti. 

                                                             
31Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 

2014, hal. 252. 
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Penelitian Empiris adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai 

gejalan sosial. Menitik beratkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam 

kaitannya dengan hukum.32 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Metode Kepustakaan (library research) adalah suatu metode pengumpulan 

data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur, 

lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori.33 

b. Metode  Lapangan (field research) merupakan salah satu metode penelitian 

untuk mencari kebenaran akan gejala yang sedang terjadi dimasyarakat. 

Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab 

kepada narasumber. 

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Belawan dengan 

mewawancarai Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan yakni Ibu Ipda Siti Halawa 

pada hari Rabu, Tanggal 19 Desember 2018, pukul : 10:00 WIB. 

 

 

                                                             
32 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, 

hal.128. 
33 Definisi menurut para ahli, pengertian studi pustaka, 

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian -studi-pustaka/ diakses pada tangal 19 Februari 

2019, pkl 15.00 WIB. 

http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian%20-studi-pustaka/
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4. Jenis Data 

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder, yang dapat dirinci 

sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian 

lapangan (field research), yang diperoleh melalui wawancara pihak yang 

mewakili dari Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort 

Pelabuhan Belawan. 

b. Sumber Data Sekunder,yang terdiri dari : 

1. Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan 

atau dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau badan-badan 

Pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya 

paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.34 

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan 

dengan topik penulisan skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal 

hukum yang berhubungan dengan penelitian.35 

                                                             
34 Soetandyo Wignjoebroto, Hukum Konsep Dan Metode, Setara Press,  Malang, 2013,  

hal.81. 
35 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.24. 
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3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum peimer dan bahan hukum 

sekunder, seperti Kamus (hukum), ensiklopedia.36 

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis 

data. Tahap ini merupakan tahap terpenting dimana dalam tahap ini data 

dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menjawab 

persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini. 

Analisis data menguraikan bagaimana cara memanfaatkan data yang 

terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan 

dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab 

dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan 

secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika 

penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut : 

BAB I : Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar 

belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

                                                             
36 Amiruddin, dan  H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Mataram, 2003, hal. 119. 
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keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Menguraikan tentang Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana 

Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi. Bab ini secara khusus menjelaskan hukum 

yang mengatur tentang kesusilaan sebagai acuan untuk perlindungan bagi para 

korban,baik didalam KUHP maupun diluar KUHP (delik Khusus) serta membahas 

tentang sanksi pidana dari tindak pidana kesusilaan. 

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai Faktor Terjadinya Tindak Pidana 

Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi, yang memaparkan tentang faktor yang timbul 

dari dalam maupun dari luar serta dampak yang timbul akibat pengaruh teknologi 

terhadap tindak pidana kesusilaan. 

BAB IV : Merupakan pembahasan mengenai Upaya Yang Dilakukan Oleh 

Polres Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh 

Teknologi, yang berisikan peran, hambatan, serta upaya  yang dihadapi oleh seluruh 

anggota Polres Belawan. 

BAB V : Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI 

 

Belakangan ini marak terjadi prilaku menyimpang salah satunya mengenai 

tindak pidana kesusilaan. Meskipun aturan hukum mengenai tindak pidana ini sudah 

sangat jelas namun nyatanya banyak masyarakat yg belum tahu mengenai aturan 

hukum ini, sehingga masyarakat belum mengetahui hukuman yang dijatuhkan untuk 

para pelaku dan tindakan yang bagaimana saja yang dapat dikenakan pasal-pasal 

mengenai tindak pidana kesusilaan ini. 

Akibatnya banyak pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum karena 

ketidaktahuan masyarakat mengenai hukuman yang berlaku. Adapula yang sudah 

mengerti dengan melakukan pelaporan kepihak berwajib yakni kepolisian untuk 

meninjak lanjuti kasus ini, namun banyak kasus berakhir damai dikepolisian. 

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan di Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kejahatan kesusilaan adalah kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan. 

Pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran 

terhadap nilai-nilai kesusilaan; bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri 

pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht ist das 
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ethische minimum). Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal 

kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas 

dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan 

sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.  

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk 

sesuatu agama tertentu saja, melainkan juga bagi mereka yang tidak mengakui 

sesuatu agama. Orang terdorong mentaati norma-norma kesusilaan, karena 

keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan 

rohaniah atau jasmaniah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan 

terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan.37  

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan 

maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau 

ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk katakata 

maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena 

bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang 

kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat 

dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, 

maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan 

                                                             
37 Bemmelen Mr. J.M. van, Hukum Pidana I, Bandung, Bina Cipta, 1987. 



26 
 

 
 

 

kehidupan seksualnya. Penentuan kejahatan kesusilaan harus berorientasi pada 

nilai-nilai kesusilaan dalam hukum pidana istilah kejahatan kesusilaan 

dipersempit pengertiannya menjadi hal yang menyangkut seksual, seperti 

pelecehan seksual, pemerkosaan, persetubuhan dan lain sebagainya. 

Mengenai aturan hukum tentang kesusilaan ini maka dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo sudah diataur yakni dimulai dari 

Pasal 281 sampai Pasal 299, adapun bunyi pasal tersebut ialah : 

Pasal 281.: Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.- : - 

1e. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum ; 

2e. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak 

dengan kemauannya sendri. 

Pasal 282.: (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan 

dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau suatu gambar 

atau barang yang dikenalnya yang melanggar perasaan kesopanan, maupun 

membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau 

meyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau 

ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan berterang-

terangan atau dengan menyiarkan sesuatu surat, ataupun dengan berterang-

terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh 
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dilipat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp.45.000,-. 

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan 

berterang-terangan suatu tulisan, gambar atau barang yang melanggar 

perasaan kesopanan, maupun membawa masuk, mengirimkan terus, 

membawa keluar atau meyediakan surat, gambar atau barang itu untuk 

disiarkan, dipertontonkan atau menempelkan, sehingga kelihatan oleh orang 

banyak ataupun dengan berterang-terangan atau dengan menyiarkan sesuatu 

tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, 

gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya 

sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000.- jika ia ada 

alasan yang sungguh-sungguh untuk menduga, bahwa tulisan, gambar atau 

barang itu melanggar perasaan kesopanan. 

(3) Jika melakukan kejahatan yang diterangkan dalam ayat pertama dijadikan 

suatu pencaharian atau kebiasaan, oleh tersangka, dapat dijatuhkan hukuman 

penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.75.000,- 

Pasal 283.: (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau 

denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- dihukum barangsiapa menawarkan, 

menyerahkan buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, menyampaikan 
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ditangan atau mempertunjukkan kepada orang yang belum dewasa yang 

diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukum dewasa yang 

diketahuinya atau patut disangkanya bahwa orang itu belum cukup umurnya 17 

tahun sesuatu tulisan, sesuatu gambar atau sesuatu barang yang menyinggung 

perasaan kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan untuk mencegah atau 

mengganggu hamil, jika isi surat itu diketahuinya atau jika gambar, barang dan 

cara itu diketahuinya. 

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dihadapan seorang 

yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat diatas memperdengarkan isi 

surat (tulisan) yang melanggar perasaan kesopanan. 

(3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan atau kurungan 

selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9.000,- 

dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan, buat selama-lamanya atau 

buat sementara waktu, menyampaikan ditangan atau memperlihatkan kepada 

seorang yang belum dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, sesuatu 

surat (tulisan), sesuatu gambar atau sesuatu barang yang melanggar perasaan 

kesopanan, demikian pula memperdengarkan dihadapan seorang yang belum 

dewasa sebagai tersebut dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung 

perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup untuk menyangka, bahwa 



29 
 

 
 

 

tulisan, gambar atau barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara itu 

ialah cara untuk mencegah atau mengganggu hamil. 

Pasal 283 bis.: Jika tersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan 

dalam pasal 282 dan 283 itu dalam pekerjaannya dan pada waktu melakukan 

kejahatan itu belum lewat dua tahun sesudah tetap hukumannya yang dahulu 

karena salah satu kejahatan yang tersebut, maka ia dapat dipecat dari 

menjalankan pekerjaannya. 

Pasal 284.: (1) Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan :  

1e. a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zina, sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya; 

             b. Permpuan yang bersuami, berbuat zina; 

2e. a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa 

kawannya itu bersuami; 

b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, 

sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu. 

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami (isteri yang 

mendapat malu dan jika pada suami (isteri) itu berlaku pasal 27 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) dalam tempo tiga bulan sesudah 
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pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai atau bercerai 

tempat tidur dan meja makan (schiding van tafel en bed) oleh perbuatan itu 

juga. 

(3) Tentang pengaduan ini pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku. 

(4) Pengaduan itu boleh dicabut selama pemeriksaan dimuka sidang pengadilan 

belum dimulai. 

(5) Kalau bagi suami dan isteri itu berlaku pasal 27 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (sipil) maka pengaduan itu tidak diindahkan, sebelumnya 

mereka itu bercerai, atau sebelum keputusan hakim tentang perceraian 

tempat tidur dan meja makan mendapat ketetapan. 

Pasal 285.: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

permpuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena 

memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. 

Pasal 286.: Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, 

sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum 

penjara selama-lamanya sembilan tahun. 

Pasal 287.: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan permpuan yang bukan isterinya, 

sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu 
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belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu 

belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. 

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya 

perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang 

tersebut pada pasal 291 dan 294. 

Pasal 288.: (1) Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya harus 

patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, 

dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat 

badan permpuan itu mendapat luka. 

(2) Kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapat luka berat, 

dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun. 

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan 

penjara selama-lamanya dua belas tahun. 

Pasal 289.: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, 

dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 

sembilan tahun. 

Pasal 290.: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum : 
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1e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. 

2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang 

diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum 

cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu 

belum masanya buat dikawinkan. 

3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut 

harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau 

tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan 

melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan ccabul, atau 

akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. 

Pasal 291.: (1) kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286, 287, 

289 dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman 

penjara selama-lamanya dua belas tahun. 

(2) Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285, 286, 287, 289 

dan 290 itu menyebabkan orang mati, dijatuhkan hukuman penjara selama-

lamanya lima belas tahun. 

Pasal 292.: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 

belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang dketahuinya atau patut harus 

didangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.  
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Pasal 293.: (1) Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan 

memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang 

berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya 

ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak 

tercatat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum 

dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan 

perbuatannya yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya 

lima tahun. 

(2) Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai 

kejahatan itu. 

(3) Tempo yang tersebut dalam pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan 

ini ialah 9 dan 12 bulan. 

Pasal 294.: (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang 

belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan 

seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, 

dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum 

dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. 

(2) Dengan hukuman yang serupa dihukum : 
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1e. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang 

dibawah perintahnya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan 

padanya untuk dijaga. 

2e. Pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, (opzichter) atau bujang dalam 

penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri 

(landswerkinrichting), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah 

sakit ingatan atau balai derma, yang melakukan pencabulan dengan orang 

yang ditempatkan disitu. 

Pasal 295.: (1) Dihukum :  

1e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang 

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang 

dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum 

dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum 

deawasa, yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya 

atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang 

dibawahnya dengan orang lain. 

2e. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa dengan 

sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh 
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orang belum yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada 

belum dewasa. 

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijalankan sebagai 

pencahariannya atau kebiasannya, maka hukuman itu dapat ditambah dengan 

sepertiganya. 

Pasal 296.: Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan 

sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain 

dihukum penjara selam-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp.15.000,- 

Pasal 297.: Memperniakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang 

belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun. 

Pasal 298.: (1) Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan 

yang diterangkan dalam pasal 281, 284-290 dan 292-297, maka dapat dijatuhkan 

hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-5. 

(2) Kalau sitersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam 

pasal 292-297 dalam pekerjaannya, dapat ia dipecat dari pekerjaannya itu. 

Pasal 299.: (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau 

mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan 

memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat 
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gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda 

sebanyak-banyaknya Rp.45.000,- 

(2) Kalau sitersalah mengerjakan itu karena mengharapkan kauntungan, dari 

pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau kalau 

ia sseorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, 

hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya. 

(3) Kalau sitersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dapat ia dipecat 

dari pekerjaannya itu. 

B. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan diluar KUHP 

(Pidana Khusus) 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai pengaturan tindak pidana 

kesusilaan yang sudah diatur dalam KUHP, tidak menutup kemungkinan pemerintah 

membuat Undang-undang khusus terkait tindak pidana ini dikarenakan tindak pidana 

ini semakin marak terjadi dimasyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut maka diterbitkan Undang-undang khusus terkait hal ini 

yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang diharapkan akan meminimalkan tindak 

pidana ini terjadi dimasyarakat. 

Sedangkan tindak pidana kesusilaan menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 

2008 Tentang Pornografi yakni : Pasal 29 : “Setiap orang yang memproduksi, 
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membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, 

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau 

menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. 

Pasal 30 : “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 

Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. 

Pasal 31 : “Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah)”. 

Pasal 32 : “Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. 
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Pasal 33 : “Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dmaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 

(dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling 

sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)”. 

Pasal 34 : “Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya 

menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah)”. 

Pasal 35 : “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model 

yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. 

Pasal 36 : “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam 

pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi 

seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. 
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Pasal 37 : “Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai 

objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama 

dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, 

Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman 

pidananya”.  38 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun pasal 

yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan adalah BAB VII mengenai Perbuatan 

Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : 

“Pasal 27 : (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” 

 

C. Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Akibat 

Pengaruh Teknologi 

Berbicara mengenai sanksi pidana telah dijabarkan didalam sub bab sebelumnya 

yakni berapa lama hukuman yang dijatuhkan maupun perbuatan apa yang 

digolongkan kedalam tindak pidana kesusilaan sehingga perbuatan itu dapat dijatuhi 

hukuman. 

                                                             
38 Adami Chazawi, Tindak Pidana Pornografi, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.116-188. 
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Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 hingga Pasal 299 

diatas telah dibahas mengenai perbuatan dan hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku 

kejahatan tindak pidana kesusilaan ini. Namun dari hasil penelitian saya pada Polres 

Pelabuhan Belawan yang mana kasus yang berhubungan dengan tindak pidana 

kesusilaan berakhir damai, hanya beberapa yang sampai kepengadilan. 

Hal ini dikarenakan rumitnya proses yang akan dijalani hingga perkara tersebut 

sampai dipengadilan dan menunggu vonis dari hakim. Terkadang kedua belah pihak 

yang berperkara membuat kesepakatan sendiri seperti pembayaran denda oleh pihak 

pelaku pada korban, hingga kesepakatan untuk menikahkan pelaku dan korban untuk 

menghindari rasa malu dimasyarakat. 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang 

Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya sebagai pemberat 

hukuman bagi pelaku tindak pidana kesusilaan, karena terkadang para pelaku dapat 

dengan mudahnya bebas dari  jeratan hukuman yang ada dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan berakhir damai dipenyidikan. 

Maka dari itu polisi sering mengkaitkan pelaku kejahatan tersebut dengan 

Undang-Undang diatas, dikarenakan beberapa pelaku jika diusut lebih jauh maka 

latar belakang pelaku melakukan tindakan tersebut disebabkan oleh situs-situs 

terlarang yang dengan mudahnya diakses melalui internet, sehingga Undang-Undang 
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Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik dapat menjadi salah satu yang memberatkan. 
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BAB III 

FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KESUSILAAN 

AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI 

Maraknya tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat tidak lepas dari 

perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja akibat pola pergaulan yang salah. 

Selain itu budaya asing juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat, 

tidak dipungkiri segala sesuatu dengan mudahnya dapat diakses melalui internet dan 

menjadi gaya hidup baru masyarakat. 

Ada banyak faktor yang melatarbelakangi suatu tindak pidana itu dilakukan, 

yakni faktor yang berasal dari dalam (internal) maupun faktor yang berasal dari luar 

(eksternal). Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai faktor-faktor terjadinya 

tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh teknologi. 

A. Faktor Internal Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh 

Teknologi 

Menurut kodrat alam, manusia dimana pun dan pada zaman apapun juga selalu 

hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan 

bersama itu terdiri dari dua orang suami-isteri ataupun ibu dan anaknya.39 Berbicara 

mengenai faktor Internal maka yang terlintas paling utama adalah keluarga, karena 

                                                             
39 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

2013, hal.29.  
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keluarga merupakan kelompok terkecil yang mempengaruhi perilaku seseorang 

sebelum keluar membentuk kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat. 

Selain itu didalam keluarga sudah pasti yang paling utama diajarkan adalah 

masalah keagamaan, karena agama adalah salah satu pondasi awal untuk seseorang 

memulai hidup kedepannya dan untuk dapat membentengi diri dari hal-hal yang 

dilarang. Perilaku dari anggota keluarga yang lebih tua cenderung menjadi contoh 

untuk anggota keluarga yang lain, sebagai contohnya adalah perilaku ayah akan 

diikuti oleh anak laki-lakinya dan juga perilaku ibu akan lebih diikuti oleh anak 

perempuannya. Maka tidak jarang perilaku anak yang menyimpang dicerminkan 

sebagai cerminan dari perilaku kedua orang tuanya. 

Misalkan dalam keluarga tersebut ada yang melakukan tindak pidana kesusilaan 

seperti pelecehan yang kemudian dilihat oleh anggota keluarga lainnya maka hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan juga oleh anggota keluarga 

yang melihat. Dalam faktor internal bukan hanya keluarga yang berperan, diri sendiri 

juga berperan dalam pembentukan kepribadian yang akan menentukan perbuatan apa 

yang akan dilakukan.  

Kehidupan masyarakat yang penuh persaingan hidup oleh karena kebutuhan hidup 

yang terus bertambah menjadi penyebab utama timbulnya perilaku menyimpang, 

tingkah laku yang menyimpang ini sangat erat hubungannya dengan jiwa seseorang 

yang membuat seseorang yang membuat seseorang tidak dapat berkelakuan baik 



44 
 

 
 

 

karena gangguan kejiwaan berdasarkan besarnya tekanan emosional dan depresi yang 

dialaminya.40 

Tak jarang seseorang melakukan perbuatan menyimpang karna adanya dorongan 

dari dalam diri. Selain itu faktor ekonomi juga merupakan faktor yang sangat kuat 

mendorong seseorang melakukan kejahatan. Kebiasaan melihat ataupun melakukan 

perbuatan yang salah tanpa adanya teguran, mengakibatkan perbuatan yang salah 

dilakukan secara berulang dan terus menerus. 

B. Faktor Eksternal Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh 

Teknologi 

Faktor eksternal yang paling dominan adalah faktor lingkungan, dimana 

lingkungan sangat berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Sebagai contoh 

apabila sebuah keluarga alim berada dilingkungan yang kurang baik, lambat laun 

keluarga tersebut akan mengikuti lingkungannya dikarenakan manusia adalah 

makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk keberlangsungan 

hidupnya. 

Selain itu berbicara mengenai faktor eksternal maka yang terlintas adalah masalah 

pergaulan, karena tidak bisa dipungkiri manusia selalu membutuhkan manusia 

lainnya untuk keberlangsungan hidupnya. Perubahan kecenderungan itu dapat 

diperhatikan melalui perilaku manusianya yang dalam sosiologi disebut dengan 

                                                             
40 Banda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal.61. 



45 
 

 
 

 

pergaulan.41 Tidak jarang karena pergaulan tersebut menghantarkan seseorang kejalan 

yang salah. 

Menurut James W. Van Der Zanden, ada beberapa faktor penyebab seseorang 

melakukan penyimpangan : 

1. Longgar atau tidaknya nilai dan norma, dalam hal ini yang menjadi titik beratnya 

adalah longgar tidaknya aturan yang ada tersebut untuk diberlakukan bukan 

tentang besar atau kecil kesalahan tersebut. 

2. Sosialisasi yang tidak sempurna, dalam hal ini kurangnya peran pemerintah dalam 

memberikan contoh (panutan) maupun sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak 

berbuat kejahatan, karena dibeberapa kasus dapat dengan mudahnya menempuh 

kata damai. 

3. Sosialisasi sub kebudayaan yang menyimpang, dalam hal ini lingkunganlah yang 

amat sangat berperan terhadap perilaku masyarakat tersebut.42 

Dalam hal ini banyak sekali kita lihat tindak pidana apapun dilakukan secara 

terang-terangan karena tidak lagi dianggap sesuatu yang memalukan, hal ini 

dipengaruhi oleh masuknya budaya asing keIndonesia dengan mudahnya lalu tanpa 

disadari budaya ketimuran yang cenderung mengedepankan akhlak dan moral serta 

rasa malu mulai hilang. 

 

                                                             
41 Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, 

hal.73. 
42 Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal. 212. 
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Ekonomi juga dapat menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh 

setiap orang, kekayaan dan kemiskinan menjadi perbedaan yang sangat besar bagi 

semua orang.43 Tidak jarang masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebab 

terjadinya suatu tindak pidana.  

C. Dampak Teknologi Terhadap Kejahatan Kesusilaan Akibat Pengaruh   

Teknologi  

Salah satu produk yang dapat dinikmati dari kemajuan teknologi adalah 

internet. Internet merupakan kegiatan komunitas komersial menjadi bagian 

terbesar, dan tercepat pertumbuhannya yang telah melampaui batas-batas suatu 

negara. Dengan dunia internet atau disebut cyberspace, hampir segalanya dapat 

dilakukan.  

Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk trend perkembangan 

teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif 

tidak dapat dihindari, misalnya berupa pornografi yang marak dimedia internet.44 

Adapun beberapa kejahatan lain yang timbul akibat dari kemajuan teknologi yakni 

: 

1. Penipuan Online 

2. Situs Porno 

                                                             
43 Satjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergaulan Manusia 

Dan Hukum, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal.20. 
44 Business Law, Kejahatan Dengan Menggunakan Sarana Teknologi Informasi, 

http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-

informasi/ diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pkl 23.30 WIB. 

http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/
http://business-law.binus.ac.id/2016/07/31/kejahatan-dengan-menggunakan-sarana-teknologi-informasi/
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3. Pembajakan Perangkat Lunak 

4. Peretasan (hacking) 

5. Penyebaran Hoax dan Ujaran Kebencian di Media Sosial.45 

Dari beberapa pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya 

kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang kurang baik jika tidak dibarengi 

dengan pengetahuan yang cukup. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga 

merupakan salah satu faktor yang mendukung. Hal ini disebabkan kurangnya 

pengetahuan orang tua terhadap teknologi yang sedang berkembang yang 

mengakibatkan anak-anaknya terlena dan berbuat kejahatan. 

Tidak jarang teknologi menjadi sarana seseorang melakukan kejahatan, seperti 

chatingan yang berujung dengan tindak pidana kesusilaan seperti kasus yang penulis 

dapatkan pada saat penelitian diPolres Pelabuhan Belawan. Berawal dari 

mengirimkan pesan secara online untuk berkenalan, lalu keduanya menjalin asmara 

lewat media sosial. Suatu ketika pelaku mengajak korban untuk bertemu, dari 

pertemuan itu berakhir pada perbuatan tidak senonoh yang dilalukan oleh pelaku pada 

korban yang mana korbanya baru duduk dibangku SD, sedangkan pelaku baru duduk 

dibangku SMA.  

Hal ini berlangsung hingga beberapa kali, namun korban tidak pernah 

menceritakan hal tersebut pada orang tuanya hingga pada suatu ketika orang tua 

                                                             
45 JalanTikus, 5 Kejahatan Besar Ini Muncul Akibat Perkembangan Teknologi Yang Terlalu 

Signifikan, http://jalantikus.com/tips/kejahatan-akibat-perkembangan-teknologi/  diakses pada tanggal 

25 Juni 2019, pkl 23.45 WIB. 
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korban mendapati anaknya sedang dipegang buad dadanya oleh pelaku dan merasa 

tidak terima pelaku dibawa kePolres Pelabuhan Belawan yang sebelumnya sudah 

sempat dihajar oleh pihak keluarga. Dikantor Polres Pelabuhan Belawan tepatnya di 

Unit PPA, pelaku dan korban dimediasi dikarenakan keduanya masih dibawah umur. 

Singkat cerita kasus tersebut berakhir damai dengan perjanjian setelah keduanya 

dewasa maka harus dinikahkan. 
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BAB IV 

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PELABUHAN 

BELAWAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA 

KESUSILAAN AKIBAT PENGARUH TEKNOLOGI 

 

 Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya 

mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan terjad yang artinya, dalam masalah 

akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap 

hukum pidana tersebut. Proses dapat berjalan sesuai dengan mekanisme sistem 

peradilan pidana, yakni proses dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai 

pelaksanaan putusan pengadilan dipenjara (Lembaga Pemasyarakatan). 46 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian yang penulis lakukan 

diPolres Pelabuhan Belawan dengan ibu IPDA Siti Halawa,S.H yang dilakukan pada 

Hari : Rabu, Tanggal : 20 Maret 2019, Pukul : 11.15 WIB bertempat dikantor Unit 

PPA. 

A.  Hambatan Yang Dihadapi Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah 

Tindak Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi   

Berdasarkan hasil penelitian penulis, hambatan yang dihadapi oleh Polres 

Pelabuhan Belawan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh 

                                                             
46 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.13. 
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teknologi yakni masyarakat yang belum paham betul tentang hukum sehingga jika 

ada tindak pidana kesusilaan terjadi dilingkungannya dianggap sesuatu yang wajar 

karena menurut mereka hal tersebut sudah lumrah dilakukan. 

Selain itu lingkungan yang berada jauh dari perkotaan juga merupakan 

hambatan bagi kepolisian untuk melakukan peninjauan perilaku masyarakat. 

Dibeberapa daerah pun masih kuat mempertahankan hukum adat yang ada 

sehingga apabila terjadi tindak pidana kesusilaan diselesaikan dengan hukum adat 

yang berlaku, kadang penyelesaian yang mereka lakukan adalah dengan 

melakukan musyawarah antar kedua belah pihak yang tak jarang hasilnya adalah 

menikahkan korban dan pelaku untuk menghindarkan rasa malu, tanpa 

memberikan hukuman kepada pelaku sebagai efek jera. 

Selain itu menghakimi sendiri merupakan tindakan yang sering terjadi jika 

ada suatu tindak pidana, menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat 

melanggar hukum.47 Hendaknya masyarakat menunggu tindakan dari alat-alat 

negara seperti polisi untuk menangani perkara yang ada tanpa menghakimi sendiri 

pelaku tindak pidana tersebut. 

Menjamurnya warung internet (warnet) yang tidak selalu bisa dikontrol oleh 

pihak kepolisian juga menjadi hambatan yang serius, serta murahnya harga ponsel 

pintar yang ada dipasaran juga membuat anak-anak dengan mudahnya mengakses 

                                                             
47 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2012, hal.3 
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apapun yang ingin dilihat melalui ponsel pintar mereka. Karena banyak situs porno 

yang dengan mudahnya dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali.  

B. Upaya Yang Dilakukan Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak 

Pidana Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diPolres Pelabuhan 

Belawan, upaya yang rutin dilakukan dalam mencegah tindak pidana kesusilaan 

akibat pengaruh teknologi adalah dengan melakukan penyuluhan kesekolah-

sekolah yang berada dalam cakupan Polres Pelabuhan Belawan. 

Selain itu kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran Polres Pelabuhan 

Belawan adalah dengan melakukan pendekan berupa penyuluhan dengan 

masyarakat guna untuk memberikan pengetahuan terkhusus mengenai tindak 

pidana kesusilaan kepada kaum perempuan dan bagaimana cara menjaga diri serta 

menerangkan hal apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan itu 

sendiri. 

Untuk masalah korban selain kami memberikan pendampingan untuk 

memulihkan trauma psikis korban, kami juga melakukan tinjauan rutin karena 

yang kami harapkan adalah korban dapat bergabung dengan keluarganya seperti 

sediakala tanpa dibeda-bedakan. Dalam hal pemulihan keluargalah yang paling 

berperan untuk itu, kami hanya memberikan masukan bagaimana seharusnya 

keluarga bersikap terhadap korban agar tidak membuat buruk masalah kejiwaan 

korban tersebut. Bagi pelaku tindak pidana kesusilaan awalnya diproses 
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berdasarkan laporan yang ada dan selanjutnya mengikuti proses hukum yang 

berlaku. Tidak jarang kasus tindak pidana kesusilaan berakhir dengan damai 

dikarenakan pelaku tindak pidana ini kebanyakan masih dibawah umur. 

C. Peran Polres Pelabuhan Belawan Dalam Mencegah Tindak Pidana 

Kesusilaan Akibat Pengaruh Teknologi 

Berbicara mengenai peran, maka Polres Pelabuhan Belawan khususnya bagian 

Unit PPA melakukan pendampingan terhadap korban pelaku tindak pidana kesusilaan 

ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu IPDA Siti Halawa,S.H pada hari 

Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 11.15 WIB, beliau mengatakan korban tindak 

pidana kesusilaan ini kami berikan pendekatan untuk mengetahui modus apa saja 

yang dilakukan pelaku untuk mengelabui korban sehingga terjadi tindak pidana 

tersebut, serta penaganan untuk masalah psikis korban tindak pidana kesusilaan ini 

yang umumnya merasakan trauma yang sangat mendalam sehingga memberikan 

dampak buruk bagi korban maupun keluarganya. 

“Selain itu kami juga berharap masyarakat tidak takut untuk melapor kepada 

pihak kepolisian apabila ada tindak pidana yang terjadi dimasyarakat karena kami 

bekerja untuk dan atas nama masyarakat serta tidak bisa bekerja tanpa bantuan dari 

masyarakat, kami juga adalah lembaga yang mengayomi masyarakat dan 

membantu masyarakat paling utama” ujarnya.  

Yang dapat dilakukan oleh Polres Pelabuhan Belawan hanya sampai 

pendekatan sementara, tindak lanjutnya tergantung dari keluarga korban. Menurut  
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Ibu Siti Halawa,S.H. pemulihan psikis korban bukan tanggung jawab Polres 

Pelabuhan Belawan, ada beberapa lembaga swasta yang berperan untuk itu. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu kejahatan yang terus menjamur 

dimasyarakat akibat kemajuan teknologi. Meski sudah adanya aturan hukum 

yang mengaturnya seperti yang ada didalam KUHP yakni dimulai dari pasal 

281 sampai pasal 299. Dan ada pula aturan hukum yang dibuat secara khusus 

untuk memperberat tindak pidana kesusilaan ini seperti  Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. Namun kesenjangan sering terjadi dilapangan, padahal 

aturan hukumnya sudah jelas karena kebanyakan korbannya adalah anak maka 

kasus tersebut kebanyakan berakhir damai.  

2. Ada banyak faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan akibat pengaruh 

teknologi, salah satunya faktor internal. Faktor internal meliputi keluarga 

sebagai salah satu kelompok terkecil yang ada. Hal yang paling utama diajarkan 

dalam keluarga adalah masalah keagamaan, karena agama adalah pondasi dasar 

seseorang untuk keberlangsungan hidupnya. Selain itu diri sendiri juga 

memberikan pengaruh besar  pada tindakan apa yang dilakukan seseorang. 

Faktor lainnya ialah faktor eksternal yang meliputi lingkungan maupun 

pergaulan. Lingkungan disini berperan banyak selain keluarga, karena jika 

kehidupan suatu keluarga sudah baik namun berada dilingkungan yang kurang 
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baik maka lambat laun kehidupan keluarga tersebut akan mengikuti 

lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh interaksi yang terjadi sesama manusia, 

karena setiap manusia membutuhkan manusia lainnya. Pergaulan maupun 

teman sepermainan juga merupakan faktor yang cukup serius memberikan 

dampak bagi seseorang. Selain itu dampak teknologi juga menjadi faktor 

terjadinya tindak pidana kesusilaan. Karena dengan berkembangnya teknologi 

terciptalah internet yang dapat dengan mudah digunakan oleh seluruh kalangan, 

murahnya harga ponsel pintar dan menjamurnya warung internet (warnet) 

dimana-mana menyebabkan budaya asing dengan mudahnya masuk 

keIndonesia dan menjangkit seluruh kalangan. 

3. Berbagai upaya telah dilakukan oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan dalam 

mencegah tindak pidana kesusilaan ini, salah satunya dengan melakukan 

penanganan terhadap korban untuk memulihkan trauma psikis yang dialami 

setelah menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Selain itu jajaran Polres 

Pelabuhan Belawan juga melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah maupun 

langsung terjun kemasyarakat guna memberikan pengetahuan dan kesadaran 

untuk melapor apabila terlihat tindakan-tindakan yang tidak wajar. Selain itu 

ada juga hambatan yang dihadapi oleh jajaran Polres Pelabuhan Belawan 

seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, lingkungan yang 

berada jauh dipelosok desa, dan perilaku masyarakat itu sendiri. 
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B. Saran 

1. Karena sudah adanya aturan hukum yang kuat tentang tindak pidana 

kesusilaan ini maka hendaknya hukuman yang diberlakukan adalah hukuman 

yang paling berat dan apabila pelakunya adalah anak hendaknya jangan 

langsung menempuh kata damai, berikan sedikit efek jera berupa kurungan 

maupun pendidikan khusus untuk pelaku tersebut. 

2. Dari banyaknya faktor yang ada hendaknya pemerintah terkhusus kepolisian 

membuat suatu kantor pengaduan masyarakat yang berada dekat 

dilingkungan masyarakat untuk memudahkan pelaporan maupun 

pemantauan tingkah laku masyarakat. 

3. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalkan tindak pidana 

kesusilaan hendaknya ada tempat khusus diPolres Pelabuhan Belawan yang 

bertugas untuk membantu korban pulih dari trauma psikisnya, karena tindak 

pidana kesusilaan merupakan kasus yang serius. 
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